
5. 
6. 

4. 

3. 

2. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahu_n 1950 tentan~ ~embent~kan 
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lmgkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa T engah dan Jawa Ba rat; 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang P_emilihan Umum 
An gota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
De~an Perwakilan Rakyat Daerah; 

d U dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Un ang- n k 1· t kh' d h ba aimana telah diubah beberapa a I era . ir engan 
Daera ~e d g Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Undang- n aUngdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Atas Undang- n 
Daerah; . 

mor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan 
Undang-Undang PNo erintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 
Keuangan antara em . . . 

N r 2 Tahun 2008 tentang Parta1 Polit1k; 
d ng-Undang omo 

Un a . h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Peraturan Pemennta 
Keuangan Daerah; 

1. 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah 
Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik di Kota Magelang perfu menyusun Tata Cara 
Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara 
Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG, 

TENT ANG 
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN 

KEPADA PARTAI ~OLITIK KOTA MAGELANG 

TAHUN 2009 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NOMOR ?2 

WALIKOTA MAGELANG 

.J 

Mengingat 

Menimbang 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
h dalah Kata Magelang; . 

1. Daera a I h Walikota dan Perangkat Daerah sebaqai unsur 
Pemerintah Daerah ada a . 

2. a Pemerintahan Daerah, Penyelenggar 
. d I h Walikota Magelang; . 

3. Wahkota a a a . . yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 
Partai Politik adalah orga~~~as\ndonesia secara . sukarela atas dasar 

4. sekelompok warga neg cita-cita untuk memperJuangkan dan membela 
amaan kehendak dan mas arakat bangsa dan negara, serta 

kes entingan politik anggota, Kesaiuan R~publik Indonesia ber?asarkan 
kep rhara keutuhan Negara O ar Negara Republik Indonesia Tahun 
rnerne I. d Undang-Undang as 
Pancas1la an 
1945; 

Pasal 1 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN 

KEUANGAN KEPAOA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 

10. Peraturan Daerah Kata Magelang Namor 2 Tahun 2009 tentang 
Pakak-pokak Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Namor 5 T ahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik; 

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomar 29 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Palitik di Kota Magelang; 

9. 

8. 

Peraturan O 
Pemerintah aerah Na~a~ 2 T ahun 2008 tentang Urusan 
Magelang; an Yang menJad, kewenangan Pemerintah Daerah Kota 

Peraturan Da h 
Keduduk era Nemer 5 Tahun 2008 tentang Susunan, 
Badan pan dan Tugas_ Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, 
P . elayanan Penzman T erpadu dan Satuan Palisi Pamong raJa; 

7. 

J 

Menetapkan 



an yang diterima partai politik pada tahun 2009 
(1) Besarnya b~n~uan keu:c:~a proparsional mulai sejak diresmikannya 

tahap II d1h1tung s ·1 milu tahun 2009 sampai sisa waktu Tahun 
keanggotaan DPR has: pe 
Anggaran 2009. 

BAB IV 
YA NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

BESARN Pasal 4 

Pasa13 
Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialok~sikan dala_m ~PBD setiap 
tahun adalah jumlah perolehan suara hasil pernilu 2009 dikalikan dengan 
nilai bantuan per suara. 

(1) Besarnya nilai bantuan per suara untuk parpol yang mendapatkan kursi di 
~PRO Kata adalah jumlah bantuan APBD tahun 2008 dibagi dengan 
jurnlan perolehan suara hasil pemilu tahun 2004 berdasarkan 
penghitungan suara yang ditetapkan aleh KPU. 

(2) Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada parpol adalah 
jumlah perolehan suara parpol hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai 
bantuan per suara (ayat 1). 

BAB Ill 
PENGALOKASIAN ANGGARAN 

Pasal2 

BAB II 
TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN 

KEPADA PARTAI POLITIK 

5. Bantuan keuan 
Anggaran p Jan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari 
proporsional et apatan da_n Belanja Daerah yang diberikan secara 
Perwakilan Ra:patdoa Partai Palitik yang mendapatkan kursi di Dewan 

6 A ya aerah Kata Magelang· 
. nggaran Pendapat d . 

selanjutnya di . an an Belanja Daerah Kata Mage/ang yang 
Daerah Kata Misingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Be/anja 

agelang; 
7 · Dewan Perwakila R ky Dewan Pe k"I n a at Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 

rwa I an Rakyat Daerah Kata Magelang. 



NG TAHU-N 2009 .NoMOR 52 
BERITA DAERAH KOTAMAGElA 

Diundangkan di Magelang 
oaca tanggal 21 Oesember 2009· 

oAERAH KOTA tiAGELANG 

H. FAHRIYANTO 

WALIKOTA MAGELANG 

Magelang 
J.\ · l :L ·2009 

Oitetapkan di 
pada tanggal 

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Magelang 
Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik Kata Magelang Tahun 2009 di cabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 5 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

- 
No - No 

Urut Par 
Nam a Perhitungan Jumlah 
Parpol I Jumlah I DO) Bantu an Setelah 

l 7 Partai Keadilan 
Tahap II Pembulatan 

S/12x Rp 4.571.982 
dan Persatuan Rp 8.207x 1.337 

Rp 4.572.000 I Indonesia 
2 8 Partai Keadilan 

Seiahtera 
5/12x Rp 15.904.482 Rp 15.904.500 I 3 9 Partai Amanat 
Rn 8.207x 4.651 

Nasional 
5/12x Rp 18.390.519 Rp 18.390.500 

4 13 Partai 
Rp 8.207x 5.378 

Kebangkitan 
5/12x Rp 15.381.286 Rp 15.381.300 

Bangs a 
Rp 8.207x 4.498 

5 23 Partai 5/l2x Rp25.869.148 Rp 25.869.100 
Golongan Rp 8.207x 13.591 
Karya 

6 24 Partai Persatuan 5/12x Rp 4.387.325 Rp 4.387.000 
Pembangunan Ro 8.207x 1.283 

7 25 Partai Damai 5/12x Rp 5.317.452 
Seiahtera Ro 8.207x 1.555 

Rp5317.000 

8 28 Partai 5/12x Rp 46.475.557 Rp 46.475.600 
Demokrasi Rp 8.207x 13.591 
Indonesia 
Periuangan 

9 31 Partai 5/12x Rp 51.297.170 Rp 5 1.297 .200 
Demokrat Ro 8.207x 15.001 

Besarnya nilai bantu . 
(1) adalah sebaga· b ~n keuangan sebaga,mana dimaksud pada ayat 

I enkut: 

(2) 

,. 


